BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran DP3AP2 DIY dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan
anak korban kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2022
hingga Juni 2025 belum efektif secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan
fluktuasi angka penanganan kasus yang tidak menujukkan tren penurunan yang
konsisten, pada tahun 2022 tercatat penanganan kasus kekerasan sebanyak
1.282 kasus, yang pada tahun 2023 DP3AP2 DIY dapat menekan jumlah
kekerasan di DIY menjadi 1.187, namun melonjak signfikan menjadi 1.326
kasus pada tahun 2024, serta akumulasi 606 penanganan kasus hanya dalam
semester pertama tahun 2025. Tingginya angka penanganan ini
merepresentasikan bahwa meskipun kebijakan sudah diregulasikan dan adanya
lembaga-lembaga internal masih belum mampu mencegah akar penyebab
kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara signifikan. Focus DP3AP2
DIY yang masih dominan pada aspek kuratif/penanganan pasca kejadian
menyebabkan fungsi pencegahan (preventif) menjadi tidak optimal, sehingga
jumlah kasus kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta tetap berada pada
angka yang tinggi dan cenderung meningkat dalam kurun waktu empat tahun

terakhir.
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2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Perlindungan
Perempuan dan Anak DIY dalam memberikan pelayanan kepada korban
kekerasan terutama pada anak dan perempuan masih memiliki hambatan
terutama apabila penanganan dilakukan secara komprehensif yang harus
melibatkan banyak pihak membuat kinerja DP3AP2 DIY menjadi lebih lambat,
keterbatasan daerah dalam memberikan fasilitas dan biaya juga menjadi salah
satu kendala yang masih sering terjadi di Balai Perlindungan Perempuan dan
Anak (BPPA) DIY. Penanganan kasus yang Locus Delicti-nya berada di luar
wilayah Indonesia, tidak menutup keberhasilan DP3AP2 DIY dan Balai PPA
meraih angka target yang harus dicapai setiap tahunnya, meskipun hal tersebut
membuat penjangkauan menjadi lebih sulit dan memakan waktu yang cukup

lama.

B. Saran
Mengingat tingginya volume penanganan kasus yang mencapai
puncaknya pada tahun 2024 dan terus berlanjut di tahun 2025 perlu dilakukan
regulasi mengenai penanganan yang dilakukan secara komprehensif guna
meminimalisir waktu kinerja DP3AP2 DIY dalam hal memberikan pelayanan
kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah Daerah
DI1Y juga diharapkan dapat memberikan dukungan alokasi anggaran yang lebih

representatif bagi program perlindungan perempuan dan anak guna
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memaksimalkan penanganan kasus kekerasan. Membangun kerjasama dan
meningkatkan hubungan dengan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak diluar Indonesia guna memudahkan penanganan kasus
apabila berada diluar jangkauan Indonesia, serta mengubah strategi pencegahan
kekerasan yang diterapkan oleh DP3AP2 DIY dengan maksud mengurangi
jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah Istimewa

Yogyakarta.
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